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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 17 TAHUN 2OI2

TENTANG

ANGGARAIT PEITDAPATAIT DAN BELANJA DAERAII
KABUPATEIT MA"'ALEITGKA TATIUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

b.

BUPATI MAJALENGKA,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 181 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengah Undang Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah,
Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk
memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peratrlran Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2013 yang dijabarkan ke dalam Kebiiakan Umum APBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah
disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan
DPRD pada Bulan Juli 2O12;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perahrran
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun Anggaralrr 2013.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor L4
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Ddam Lingkungan Propinsi Djawa Batat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

c.



3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32621
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a9991;

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi d.an Bangunan (Irmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun
L994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun
20OO tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19

Tahun lg97 tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor
L2g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
PenyelJnggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
RepuUtit Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 7999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2AO1' tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun L999 tentang Pemberantasan Tindak
pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO1 Nomor L34, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor a150);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Nesara Republik Indonesia Nomor a355);

4.

5.

6.

7.

8.



9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a4OOl;

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1O4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

l. 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 1.25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371 Sebagaimana
telah beberapa kati diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indone$ia Nomor a8a4l;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4'Nomor f,26, Tarrtbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

13. Unda:eg-Undang Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Ralryat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA9
Nomor 123, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5Oa3); :

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 523a1;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun t977 Nomor ll),Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan Keempat Belas Atas Peratrrran Pemerintah
Nomor 7 Tahun L977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2072 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5351);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia'Tahun 2OOO

Noriror 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO28l;
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609l, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20016 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a855);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A6 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6L9;

28. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Ralyat Daerah,
dan Informasi Lapormr Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor L9, Tambahan l*mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a693);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a7371;

3O. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2AO7 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a738);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2AOT tentang
Organisasi Peranglat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOT Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 47a\;

32. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2OO8 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSL6l;

33. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49721, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 Tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Al2 Nomor 195,
Tarnbahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5351);
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42.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2OO7
tentang Tata, Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2OLl tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor L6 Tahun 2OOT tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggar€u:r
Pendapatan dan Belanja Daerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2OOT
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

44.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu\ 2OO7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata
Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan
Dana Operasional;

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2OO9
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD, Pengajuan, Penyalurarl, dan Laporan
Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik;

46.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Femberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Norior 39 Tahun 2OL2 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2:011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 201,3;

49. Peraflrran Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah;

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2OO5 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005
Nomor 8 seri E);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Mqjalengka Nomor 2 Tahun
2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2OOS Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Maialenska Nomor 1);
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusarl Pemerintahan Daerah,
Orgdnisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara;

6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

g. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah; l

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

1 1. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

ksal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam
rancErnga.n peraturan daerah tentang perubahan APBD.

2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurahg-kurangnya
memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44161, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2l Tahun 2OOT
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2OO4 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOT Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aTDl;

19. Peratrrran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 45O2);

2O. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nomor 737, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a5751;

27.Peraturan2 Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OOS tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor L38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45761
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2OtO te4tang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 'Tahun 2OO5 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

' Indonesia Tahun 2O1O Nomor LlO, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pen5rusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a585);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OOS tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor
L58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a5871;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a5931;
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34. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2ALO tentang
Pedoman Pen5rusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OLO Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 51Oa);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlO tentang Tata
Cara Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20tt tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2O1O tentang Tata Cara Pelaksanaan T\rgas dan
Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol1 Nomor 44, Tambahan
[,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2O9l;

36. Peraturan Pemerintah l.{omor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O7O Nomor 779, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516U;

37. Peraturan Pemerintah Nomor 7L Tahun 2OlO tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 2O1O Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52191;

38. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2OLL tentang
Pinjaman Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2}ll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 52191;

39. Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 20"1,2 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

40. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Milik Pemerintah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 7O Tahun 2OL2 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor l55,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);

4l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
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52. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun

2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2OO9 Nomor 2);

53. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2OO9 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Mqjalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2AA9 Nomor 5);

54. Peraturan Daerah Kabupaten Mqjalengka Nomor 1O Tahun
2OO9 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2AO9 Nomor 1O) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Mqjalengka Nomor 8 Tahun
2OLL tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka
(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011
Nomor 8).

Dengaa Persetujuan Bersama

DESIAN PERUIAIIILIIN RAI(YAT DAERAII
I(ABUPA?Til ilA*'ALEilGKA

Daa

BI'PATI MA.'ALTITGKA

MEMUTUSKAN:

: PERATIIRAII DA.ERAIT TEIYfAffG AilG{IARAIY
PENDAPATAN DAN BELITITJA DAERAII KABUPATEN
UA"'ALENGKA TAIIT'tr ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Belanja Daerah ?ahun Anggaran 2Arc dengan

Menetapkan

Anggaran Pendapatan dan
perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah

Pembiayaan

a. Penerimaan

b. Pengeluaran

Rp. 1.728.439.116.477,85

Rp. 1..766.186.572.5A3,45

Surplus/ (Devisit) Rp. (37.747.396.025,60)

Rp. 39.247.396.025,60

Rp. 1.5OO.O0O.0OO,O0

Pembiayaan Netto

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan:

Rp. 37.747.396.025,60

3.

Rp. 0,oo



Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1 25. 143. 580.35 1,50;

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1 . 77 A.2O3. 1 33.884,35;

c. L^ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp,433.O92.4O2.242,OO

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp.29.691. 141.938,O0;

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 1 8.549.086.7 9 1,00;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp.4.O1O.673.O22,5O;

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah

Rp. 72. 89 2.67 8.600,00.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis pendapatan : {

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagr Hasil Bukan Pqiak sejumlah
Rp. 1 0 1.246.50O.884,35;

b. DanaAlokasi Umum sejumlah Rp.995.993.633.OOO,OO;

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.72.963.OOO.OOO,OO;

(a) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sehgaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri jenis pendapatan :

a. Hibah Pemerintah sejumlah Rp.O,OO;

b. Dana Damrat sejumlah Rp.O,OO;

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp.47.593.872.662,QO;

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah

Rp. 239.4 15.406.620,OO;

e. Banttran Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp. 1 46.O83.t22.960,00;

Pasal 3

(t) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.1 .L2O.263.338.490,4O;

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.64 5.923. 774.O 7 3,O5;

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1 .045.630 .332.1 43,5O;

b. Belanja Bunga sejumlah Rp.O,OO;
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c. Belanja Subsidi sejumlah Rp.O,OO;

d. Belanja Hibah sejumlah Rp.2 L.384.O99.25O,O0;

e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp.3OO.OOO.O00,0O;

f. Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp.2.876.4O7.096,90;

g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp.49.072.5OO.000,00;

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 1.OOO.OOO.OOO,OO.

(3) Belanja Langsung sebagaimana d.imaksud pad.a ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. B,elanja Pegawai sejumlah Rp.81 .236.894.462,O0;

b. Belanja Barang dan jasa sejumlah Rp.225.228.33O.239,6O;

c. Belanja Modal sejumlah Rp.339.4 57 .g4g.g1 1,45.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp.39.24 7 .396..025.60;

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1 . 500. OOO. OOO,0O.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis
Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

sejumlah Rp. 20. 94 5.996.O25,6O;

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 1 8.0OO.OOO.OOO,OO;

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. O,O0;

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp.O,OO;

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp.O,OO;

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.3O1.4OO.OOO,O0.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
Pembiayaan :

a. Pembentukan Darra Cadangan sejumlah Rp.O,OO;

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah
Rp. 1.5OO.OOO.0O0,0O;

c. Pengembalian Piutang sejumlah Rp.O,OO;

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp.O,OO.
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Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara:
a. Menggunakan dana dari hasil peqjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran bedalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi
pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan
sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang a.nggarannya
belum tersedia dalam tahun anggaran bedalan; dan

b. Keperlrean mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbrrlkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggara.n berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.

Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan APBD,
Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi a.nggaran.

Pasal 8

Apabila ada program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah
jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan
Bantuan Keuangan yang bersifat khusus atau spesifik serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainya, yang belum cukup
tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD; maka sambil menunggu
perubahan Peraturan Daerah Tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat
melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu
melaksanakan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabarari APBD dan
memberitahukan kepada pimpinan DPRD;

b.

c.

d.

3)

4)

s)

6)

7l

8)
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Pasal 9

Apabila prograrn dan kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 8, terjadi setelah
perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah menyampaikannya
dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 1O

Peraturan Daerah ini mulai berlalnr pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanrqra dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal, 28 Desember 2012

BUPATI MA"IALENGKA

Cap/Ttd.

SUTRISITO

Diundangkan di Majalengka

Pada tanggal 28 Dasenbe r ZO1Z /l
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA (

tu
It' maRAcHMAT ALI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2A12 NOMOR 17


